
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

perundang-undangan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

kesadaran hukum masyarakat.  Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996: 27).

Konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa

sosial (law as a tool of sosial engineering). Roscoe Pound menekankan arti

pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui

mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan

menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan

peradilan di Amerika Serikat.Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum
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demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong

pembaharuan masyarakat (Roscoe Pound, 1978: 114).

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya

terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga

legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang

ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-

undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983: 57)

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan

pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan

hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak

pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan

ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan

para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai

sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat (Satjipto Rahardjo, 1983:

57).

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh

lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua,

faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses

pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
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Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum

yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam

pergaulan hidup (Satjipto Rahardjo, 1983: 57).

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh

dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses,

yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan

tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat

dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq.

lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim.

Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada

sisi lain, Jerome Frank juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat

dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah

hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan

antipati pribadi (Satjipto Rahardjo, 1983: 57).

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu

menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam

pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum

(legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan

batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal
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substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh

lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di

dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan

gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan

pendapat tentang hukum (Theo Huijbers, 1991: 24: 144).

Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya

komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini

yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi

objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut

Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide

tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan

sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara

terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara,

dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku

yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan

lembaga hukum. Variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak

tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama

dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda (Roger Cotterrell, 1984: 110).

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah

diterima sebagai instrumen resmi yang memeperoleh aspirasi untuk

dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-

masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu

lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of sosial engineering dari
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Roscoe Pound,,atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja

disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu

perubahan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 90).

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai

hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat

demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya

memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar

kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk

dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif

terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu

sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat

pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam

masyarakat (Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto,

1988: 19).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-

undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum

pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari

para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law)

yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam

konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk

undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa
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pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban to adapt the law to

this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan

sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk

undang-undang, , tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan

tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan

Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang

merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi

tidak langsung dari pembentuk undang-undang (Roeslan Saleh, 1979: 97).

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang

berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat

dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara

umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin

dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja

hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di

dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian

pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana

ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana

mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua

pengertian, yakni (1) pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto),

dan (2) pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto). Hukum pidana



21

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara

abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-

perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau

dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di

dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan

menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah

dilarang dan diancam pidana itu. , dengan diberlakukannya suatu undang-undang

pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di

dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang

melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan (Lamintang, 1981: 69).

Menurut Lamintang (1981: 21) unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau oogmerk
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
5. Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
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Menurut Marpaung (1988: 147) unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur

pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif :

1. Sengaja (dolus)

2. Kealpaan (culpa)

Unsur pokok objektif :

1. Perbuatan manusia

2. Akibat (result) perbuatan manusia

3. Keadaan-keadaan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum (Abdul Hakim, 1994: 187).

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni :
1. Kesengajaan (Opzet)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau
opzet. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman
hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-
Bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apbila si pelaku dengan
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi
dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan
mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij
Mogelijkheids-Bewustzijn)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak
disertai bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang
bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka
akan akibat itu.

2. Culpa
Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam
kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti
kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak
disengaja terjadi (Wirjono Prodjodikoro, 1996: 64).



23

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut

merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada

akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus

cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya

disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2)

KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti

permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat

Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam

arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan

diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau

pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang

dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan

akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau
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kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan

pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai

tujuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah

kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan

berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut

tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia

Belanda.

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi

yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat

penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya

manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat

menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulang masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan

dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam

bentuk undang-undang pidana maupun undang-undang administratif yang

bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal

adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana

tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana

tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara

pidananya masing-masing.

B. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau

perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan,

mengakali atau mencari untung, sedangkan penipuan merupakan proses dari

tindakan menipu.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378

s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli

diterjemahkan sebagaia penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai

perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian,

yakni : penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam

Bab XXV KUHP.

Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan  dalam pasal

378 ( bentuk pokoknya) da;lam pasal 379 ( bentuk khususnya), atau yang biasa

disebut dengan oplicthing.

Adapun keseluruhan ketentuan tindak pidanadalam Bab XXV ini disebut dengan

penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana disini terdapatnya perbuatan-

perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Undang- undang  khususnya undang- undang hukum yang mengatur tindak pidana

penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

“ Barang siapa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat
(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian
kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun “.

Rumusan yang berbentu kelakuan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja

untuk menguntungkan diri sendiri dengan unsur- unsure sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau

rangkaian kebohongan.

4. Menggerakkan orang lain untuk:

a. Menyerahkan barang sesuatu.

b. Memberi hutang.

c. Menghapus piutang.

Bentuk dari rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternative, artinya apabila

setiap kelompok dalam unsure ini sudah memenuhi syarat  dari perbuatan materil

yang dilakukan pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang

terdapat pada setiap unsur.

Pasal ini yang perlu dibuktikan ialah unsure perbuatan melawan hukum sehingga

dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Perbuatan
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penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian

seseorang untuk mempengaruhi orang lain  sehingga orang berbuat sesuatu tanpa

kesadaran penuh.

Begitu juga pada kasus penipuan ini yang mana terdakwa mengatakan dapat

melakukan penghapusan dosa apabila korban menyetorkan sejumlah uang untuk

pindah dari kesatuan NKRI menuju NII dengan tipu muslihatnya dapat menipu

mahasiwa/i dibandar lampung, perbuatan tersebut adalah penipuan.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang

terjadi atau tidak (Saifudien, 2001: 76).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal

ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur

kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali

jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak

normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak
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berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah

kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat,

tidak dipidana” (Saifudien, 2001: 76).

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang

pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak

pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si

pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus

sesuai dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai

konteks hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia. Dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi

kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk

bertanya pada saksi-saksi begitu pula penuntut umum. Tugas utama Hakim adalah

mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan

memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di

sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya

hakim lah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.
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Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana secara teori-teori

pemidanaan pada umumnya dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Karl.O.Christiansen yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi

dalam buku “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, bahwa teori absolute atau

teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata orang telah melakukan

suatu kejahatan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi cirri-ciri yang terdapat didalam teori ini

adalah :

a. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembalasan.

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana

untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk

memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat. (Muladi,

Barda Nawawi:1998:8).

2. Teori Relatif

Bahwa teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk

keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai
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sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pemidanaan pada

teori ini adalah agar orang tersebut dipidana dapat menjadi lebih baik dan

berguna bagi masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, cirri-ciri yang terdapat di dalam teori relative

ini adalah:

a. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan

yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hokum yang dapat dipersalahkan kepada

pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan

kejahatan.

e. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi

baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

tidak membantu kejahatan untuk kepentingan masyarakat. (Muladi, Barda

Nawawi :1998:8).

3. Teori Gabungan

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan

prinsip-prinsip tujuan danpembalasan prinsip-pinsip pembalasan dalam hal

kesatuan, oleh karena itu teori demikian disebut teori gabungan atau aliran

integrative, dimana suatu tindak pidana harus diikuti dengan pidana dan

pencegahan pidana yang harus mempunyai tujuan tertentu dalam rangka

mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi kepentingan masyarakat dan
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mendidik pelaku tindak pidana agar menjadi baik dan dapat kembali

kemasyarakat.

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung sesuatu

proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal

sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan

dapat dipidana.

3. Keputusan mengenai pemidanaannya, yaitu terdakwa memang dapat di pidana

(Soedarto, 1981:74).

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana

serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian

dalam siding pengadilan (KUAHP Pasal 18 ayat (3)), setelah itu hakim akan

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang

didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalm

pemeriksaan sidang.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan

dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang

terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua
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pendapat harus disertai pertimbangan alasannya (KUHAP Pasal 182 ayat (2)

sampai ayat (5)).

Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil

dengan suara terbanyak, apabila tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih

adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan

putusan itu dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk

keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo. Undang-

Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Segala putusan pengadilan selain harus membuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula Pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hokum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili”.

Putusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan

tugasnya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan pekara yang diajukan

kepadanya, dimana pertangungjawaban tersebut tidak hanya diajukan kepada

hokum, dirinya sendiri atau kepada masyarakat luas, tetapi lebih penting lagi

putusan itu harus dapat dipertangungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E. Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan
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hukum dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini

(Pasal 1 Butir 11 KUHAP).

Jenis putusan pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

2. Putusan yang membebaskan terdakwa.

3. Putusan yang membenarkan tuduhan jaksa, tetapi perbuatan terdakwa

dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

4. Putusan yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

2. Acara Pengambilan Keputusan.

Pada Pasal 182 ayat (5) KUHAP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah

majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu diusahakan sungguh-

sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.

2. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah

Hakim yang saling menguntungkan terdakwa.

3. Isi Keputusan Pengadilan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang seperti tertera pada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 tentang

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu :
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a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar

putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili.

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang

memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.
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